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PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK 
DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANGYANG TIMBUL DARI 

PEMANFAATANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI 
 
Para Pihak pada Protokol ini,  
 
Menjadi Pihak pada Konvensi Keanekaragaman Hayati, selanjutnya disebut sebagai 
"Konvensi", 
 
Mengingat bahwa pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan 
dari pemanfaatan sumber daya genetik adalah salah satu dari tiga tujuan utama dari 
Konvensi, dan mengakui bahwa Protokol ini dalam rangka untuk melaksanakan tujuan 
tersebut di dalam Konvensi, 
 
Menegaskan kembali hak berdaulat Negara atas sumber daya alamnyadan sesuai dengan 
ketentuan Konvensi, 
 
Mengingat lebih lanjut Pasal 15 Konvensi, 
 
Mengakui kontribusi penting bagi pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui transfer 
teknologi dan kerjasama untuk membangun kapasitas penelitian dan inovasi untuk 
menambahkan nilai sumber daya genetik di negara berkembang, sesuai dengan Pasal 16 
dan 19 Konvensi, 
 
Menyadari bahwa kesadaran publik akan nilai ekonomi ekosistem dan keanekaragaman 
hayati, dan pembagian yang adil dan seimbang dari nilai ekonomi dengan pemangku 
keanekaragaman hayati adalah insentif kunci bagi konservasi keanekaragaman hayati dan 
pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya, 
 
Mengakui peran potensial akses dan pembagian keuntungan untuk berkontribusi pada 
konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, pengentasan 
kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan, dan dengan demikian memberikan kontribusi 
untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (theMillennium Development Goals), 
 
Mengakui keterkaitan antara akses pada sumber daya genetik dan pembagian yang adil 
dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya tersebut, 
 
Menyadari pentingnya memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan akses ke 
sumber daya genetik dan pembagian yang adil dan seimbang dari keuntungan yang 
dihasilkan dari pemanfaatannya, 
 
Mengakui lebih lanjut pentingnya mempromosikan persamaan dan keadilan dalam 
negosiasi kesepakatan bersama (mutually agreed terms) antara penyedia dan pengguna 
sumber daya genetik, 
 
Mengakui juga bahwa peran penting perempuan berperan dalam akses dan pembagian 
keuntungan dan menegaskan perlunya partisipasi penuh perempuan dalam pembuatan 
kebijakan di semua tingkat dan implementasi konservasi keanekaragaman hayati, 
 
Memutuskan untuk lebih mendukung pelaksanaan yang efektif dari ketentuan Konvensi 
mengenai akses dan pembagian keuntungan, 
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Menyadari bahwa solusi inovatif diperlukan untuk mengatasi pembagian keuntungan yang 
adil dan seimbang yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dan 
pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang terjadi dalam 
situasi lintas batas Negara atau situasi yang tidak memungkinkan untuk memberikan atau 
mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (prior informed consent), 
 
Menyadari pentingnya sumber daya genetik untuk ketahanan pangan, kesehatan 
masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim, 
 
Menyadari sifat khusus keanekaragaman hayati pertanian, fitur dan masalah khas 
membutuhkan solusi berbeda, 
 
Mengenali saling ketergantungan semua negara yang berkaitan dengan sumber daya 
genetik untuk pangan dan pertanian serta sifat khusus mereka dan pentingnya untuk 
mencapai ketahanan pangan di seluruh dunia dan untuk pembangunan berkelanjutan 
pertanian dalam konteks pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim dan dalam hal ini 
mengakui peran fundamental dari Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya 
Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (the International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture) dan Komisi FAO pada Sumberdaya Genetik untuk 
Pangan dan Pertanian (the FAO Commission on Genetic Resources for Food and 
Agriculture), 
 
Mengingat dari Peraturan Kesehatan Internasional (2005) Organisasi Kesehatan Dunia 
(the International Health Regulations (2005) of the World Health Organization) dan 
pentingnya menjamin akses ke patogen manusia untuk tujuan kesiapan kesehatan 
masyarakat dan aksi tanggap, 
 
Mengakui kegiatan yang sedang berlangsung dalam forum-forum internasional lainnya 
yang berkaitan dengan akses dan pembagian keuntungan, 
 
Mengingat Sistem Multilateral atas Akses dan Pembagian Keuntungan yang didirikan 
berdasarkan Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk 
Pangan dan Pertanian (the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture) dikembangkan selaras dengan Konvensi, 
 
Menyadari bahwa instrumen internasional yang terkait dengan akses dan pembagian 
keuntungan harus saling mendukung dengan tujuan untuk mencapai tujuan Konvensi, 
 
Mengingat keterkaitan Pasal 8 (j) dari Konvensi yang berhubungan dengan pengetahuan 
tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dan pembagian  
yang adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan atas pemanfaatan pengetahuan 
ini, 
 
Memperhatikan hubungan timbal balik antara sumber daya genetik dan pengetahuan 
tradisional, karakter mereka tak terpisahkan untuk masyarakat hukum adat dan komunitas 
lokal, pentingnya pengetahuan tradisional untuk konservasi keanekaragaman hayati dan 
pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya, dan untuk mata pencaharian 
berkelanjutan komunitas ini, 
 
Menyadari keragaman keadaan di mana pengetahuan tradisional yang terkait dengan 
sumber daya genetik yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal, 
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Mengingat bahwa adalah hak masyarakat hukum adat dan komunitas lokal untuk 
mengidentifikasi, dalam komunitas mereka, pemegang sah pengetahuan tradisional 
mereka yang berhubungan dengan sumber daya genetik, 
 
Lebih lanjut mengakui keadaan yang unik di mana pengetahuan tradisional yang terkait 
dengan sumber daya genetik di negara-negara dikuasai, mungkin secara lisan, 
didokumentasikan atau dalam bentuk lain, yang mencerminkan kekayaan warisan budaya 
relevan untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, 
 
Mencatat Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum 
Adat (the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples), dan 
 
Menegaskan bahwa tidak ada dalam Protokol ini dapat ditafsirkan sehingga mengurangi 
atau meniadakan hak-hak yang ada dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal,  
 
Telah menyetujui sebagai berikut: 
 

PASAL 1 
TUJUAN 

 
Tujuan dari Protokol ini adalah pembagian yang adil dan seimbang keuntungan yang 
dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik, termasuk oleh akses yang tepat atas 
sumber daya genetik dan oleh transfer teknologi terkait yang sesuai, dengan 
memperhatikan semua hak atas sumber daya dan teknologi tersebut, dan dengan 
pendanaan yang sesuai, sehingga memberikan kontribusi pada konservasi 
keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya. 
 

PASAL 2 
PENGGUNAAN ISTILAH 

 
Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dari Konvensi akan berlaku bagi Protokol ini. 
Selain itu, untuk keperluan Protokol ini: 
(a) "Konferensi Para Pihak" adalah Konferensi Para Pihak pada Konvensi; 
(b) "Konvensi" adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati; 
(c) "Pemanfaatan sumber daya genetik" adalah untuk melakukan penelitian dan 

pengembangan pada genetik dan/atau komposisi biokimia sumber daya genetik, 
termasuk melalui penerapan bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Konvensi. 

(d) "Bioteknologi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi adalah penerapan 
teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisme hidup, atau turunannya, 
untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk penggunaan khusus. 

(e) "Derivatif" adalah suatu senyawa biokimia alami yang dihasilkan dari ekspresi 
genetik atau metabolisme sumber daya hayati atau genetik, walaupun tidak 
mengandung unit fungsional dari hereditas. 

 
PASAL 3 

RUANG LINGKUP 
 

Protokol ini akan berlaku untuk sumber daya genetik dalam ruang lingkup Pasal 15 
Konvensi dan untuk keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya tersebut. 
Protokol ini juga berlaku untuk pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya 
genetik dalam lingkup Konvensi dan untuk keuntungan yang timbul dari pemanfaatan 
pengetahuan tersebut. 
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PASAL 4 
HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL 

 
1. Ketentuan-ketentuan Protokol ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban setiap 

Pihak yang berasal dari setiap perjanjian internasional yang ada, kecuali pelaksanaan 
hak dan kewajiban akan menyebabkan kerusakan atau ancaman serius terhadap 
keanekaragaman hayati. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hirarki antara 
Protokol dan instrumen internasional lainnya. 

2. Tidak ada dalam Protokol ini yang bisa mencegah Pihak mengembangkan dan 
mengimplementasikan perjanjian internasional yang terkait lainnya, termasuk perjanjian 
khusus lainnya mengenai akses dan pembagian keuntungan, sepanjang hal itu 
mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi dan Protokol ini. 

3. Protokol ini harus dilaksanakan secara saling mendukung dengan instrumen-instrumen 
internasional lain yang terkait dengan Protokol ini. Perhatian harus diberikan pada 
pembahasan hal terkait yang sedang berlangsung dan berguna atau praktik-praktik di 
bawah instrumen internasional dan organisasi internasional terkait, sepanjang hal itu 
mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi dan Protokol ini. 

4. Protokol ini adalah alat untuk pelaksanaan ketentuan akses dan pembagian 
keuntungan dari Konvensi. Apabila suatu instrumen internasional khusus mengenai 
akses dan pembagian keuntungan berlaku yang konsisten dengan, dan tidak 
bertentangan dengan tujuan Konvensi dan Protokol ini, Protokol ini tidak berlaku bagi 
Pihak atau Para Pihak pada instrumen khusus mengenai sumber daya genetik 
yangspesifik tercakup oleh dan untuk tujuan dari instrumen khusus tersebut. 

 
PASAL 5 

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG 
 

1. Sesuai dengan Pasal 15, ayat 3 dan 7 dari Konvensi, keuntungan yang dihasilkan dari 
pemanfaatan sumber daya genetik serta aplikasi-aplikasi berikutnya dan komersialisasi 
harus dibagi secara adil dan seimbang dengan Pihak penyedia sumber daya tersebut 
yang merupakan negara asal sumber daya tersebut atau suatu Pihak yang telah 
memperoleh sumber daya genetik sesuai dengan Konvensi. Pembagian keuntungan 
harus didasarkan atas kesepakatan bersama. 

2. Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan, 
yang sesuai, dengan tujuan untuk menjamin bahwa keuntungan yang dihasilkan dari 
pemanfaatan sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal, sesuai dengan undang-undang domestik mengenai hak-hak yang 
telah ditetapkan dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal itu atas sumber daya 
genetik tersebut, dibagi secara adil dan seimbang dengan masyarakat yang 
bersangkutan, berdasarkan kesepakatan bersama. 

3. Untuk melaksanakan ayat 1, setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, 
administratif dan kebijakan yang sesuai. 

4. Keuntungan dapat meliputi keuntungan moneter maupun non moneter, termasuk 
namun tidak terbatas pada yang tercantum dalam Lampiran. 

5. Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan 
yang sesuai, agar keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan 
tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dibagi secara adil dan seimbang 
dengan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan 
tersebut. Pembagian ini harus didasarkan atas kesepakatan bersama. 
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PASAL 6 
AKSES KE SUMBER DAYA GENETIK 

 
1. Dalam pelaksanaan hak berdaulat atas sumber daya alam, dan merujuk pada undang-

undang atau persyaratan peraturan domestik tentang akses dan pembagian 
keuntungan, akses terhadap sumber daya genetik untuk pemanfaatannya, harus 
tunduk pada persetujuan atas dasar informasi awal dari Pihak penyedia sumber daya 
tersebut yaitu negara asal sumber daya tersebut atau suatu Pihak yang telah 
memperoleh sumber daya genetik sesuai dengan Konvensi, kecuali ditentukan lain 
oleh Pihak. 

2. Sesuai dengan hukum nasionalnya, setiap Pihak wajib mengambil tindakan, 
sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa persetujuan atas 
dasar informasi awal atau persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal yang didapat untuk akses terhadap sumber daya genetik di mana 
mereka memiliki hak yang ditetapkan untuk memberikan akses terhadap sumber daya 
tersebut. 

3. Berdasarkan ayat 1 di atas, setiap Pihak yang mensyaratkan persetujuan atas dasar 
informasi awal harus mengambil langkah-langkah legislatif yang diperlukan, tindakan 
administratif atau kebijakan sebagaimana mestinya, untuk: 
(a) Menyediakan untuk kepastian hukum, kejelasan dan transparansi undang-undang 

atau persyaratan peraturan domestik tentang akses dan pembagian keuntungan; 
(b) Menyediakan untuk keadilan dan ketidak sewenang-wenangan aturan dan 

prosedur dalam mengakses sumber daya genetik; 
(c) Menyediakan informasi tentang bagaimana mengajukan permohonan persetujuan 

atas dasar informasi awal; 
(d) Memberikan suatu keputusan tertulis yang jelas dan transparan oleh Otoritas 

Nasional yang Kompeten, dengan biaya yang efektif dan dalam jangka waktu yang 
wajar; 

(e) Menyediakan untuk diterbitkan pada saat akses, suatu izin atau izin yang setara 
sebagai bukti keputusan untuk memberikan persetujuan atas dasar informasi awal 
dan penyusunan kesepakatan bersama, dan memberitahukan Balai Kliring Akses 
dan Pembagian keuntungan ; 

(f) Menetapkan kriteria dan/atau proses untuk memperoleh persetujuan atas dasar 
informasi awal atau persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal untuk akses terhadap sumber daya genetik mana yang berlaku 
dan merujuk pada undang-undang domestik, dan 

(g) Menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk persyaratan dan penyusunan 
kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut harus ditetapkan secara 
tertulis dan dapat mencakup, antara lain 
(i) klausul penyelesaian sengketa; 
(ii) Ketentuan tentang pembagian keuntungan, termasuk dalam kaitannya 

dengan hak kekayaan intelektual;  
(iii) Ketentuan tentang penggunaan pihak ketiga selanjutnya, jika ada; dan  
(iv) Ketentuan mengenai perubahan tujuan, mana yang berlaku. 

 
 

PASAL 7 
AKSES PADA PENGETAHUAN TRADISIONAL YANG TERKAIT  

DENGAN SUMBER DAYA GENETIK 
 

Sesuai dengan hukum nasionalnya, setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah, 
sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional 
yang terkait dengan sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal diakses dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal atau persetujuan 
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dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, dan kesepakatan bersama 
yang telah ditetapkan. 
 

PASAL 8 
PERTIMBANGAN KHUSUS 

 
Dalam pembentukan dan pelaksanaan persyaratan undang-undang atau peraturan 
mengenai akses dan pembagian keuntungan, setiap Pihak wajib: 
(a) Menciptakan kondisi untuk mempromosikan dan mendorong penelitian yang 

berkontribusi pada konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan 
keanekaragaman hayati, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk melalui 
langkah-langkah yang disederhanakan pada akses untuk tujuan penelitian non-
komersial, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengatasi suatu perubahan 
tujuan dari penelitian tersebut 

(b) Mencermati kasus-kasus darurat saat ini atau yang hampir terjadi yang mengancam 
atau merusak kesehatan manusia, hewan atau tanaman, yang ditetapkan secara 
nasional maupun internasional. Para Pihak dapat mempertimbangkan kebutuhan 
untuk akses cepat kepada sumber daya genetik dan pembagian yang adil dan 
seimbang secara cepat keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya 
genetik tersebut, termasuk akses ke penanganan yang terjangkau oleh mereka yang 
membutuhkan, khususnya di negara-negara berkembang. 

(c) Mempertimbangkan pentingnya sumber daya genetik untuk pangan dan pertanian dan 
peran khususnya untuk ketahanan pangan. 

 
PASAL 9 

KONTRIBUSI UNTUK KONSERVASI DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN 
 

Para Pihak wajib mendorong para pengguna dan penyedia untuk mengarahkan 
keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik menuju pada 
konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-
komponennya. 
 

PASAL 10 
MEKANISME PEMBAGIAN KEUNTUNGAN MULTILATERAL GLOBAL 

 
Para Pihak wajib mempertimbangkan kebutuhan dan modalitas suatu mekanisme pembagian 
keuntungan multilateral global untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan seimbang 
yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang 
terkait dengan sumber daya genetik yang terjadi dalam situasi lintas batas atau yang tidak 
memungkinkan untuk memberikan atau mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal. 
Keuntungan bersama oleh pengguna sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang 
terkait dengan sumber daya genetik melalui mekanisme ini harus digunakan untuk mendukung 
konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-
komponennya secara global. 
 

PASAL 11 
KERJA SAMA LINTAS BATAS 

 
1. Dalam kasus dimana sumber daya genetik yang sama ditemukan in-situ dalam wilayah 

lebih dari satu Pihak, Para Pihak tersebut wajib berusaha untuk bekerja sama, 
sebagaimana mestinya, dengan melibatkan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal 
yang bersangkutan, jika memungkinkan, dengan maksud untuk melaksanakan protokol. 

2. Di mana pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik yang sama dimiliki 
bersama oleh satu atau lebih masyarakat hukum adat dan komunitas lokal di beberapa 
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Pihak, Para Pihak tersebut wajib berusaha untuk bekerja sama, sebagaimana mestinya, 
dengan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang bersangkutan, 
dengan maksud untuk melaksanakan tujuan dari Protokol ini. 

 
PASAL 12 

PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA GENETIK 
 

1.  Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Protokol ini, Para Pihak wajib mengacu 
pada hukum nasional mempertimbangkan hukum masyarakat hukum adat dan komunitas 
lokal, protokol dan prosedur masyarakat, sepanjang berlaku, berkenaan dengan 
pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. 

2.  Para Pihak, dengan partisipasi efektif dari masyarakat hukum adat dan komunitas lokal 
yang bersangkutan, harus menetapkan mekanisme untuk menginformasikan pengguna 
potensial pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik tentang 
kewajiban mereka, termasuk langkah-langkah untuk akses dan pembagian keuntungan 
yang adil dan seimbang yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tersebut yang 
dibuat tersedia melalui Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan. 

3.  Para Pihak wajib berusaha untuk mendukung, sesuai kemampuan, pengembangan oleh 
masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, termasuk perempuan dalam komunitas ini, 
yang berupa: 
(a)  Protokol masyarakat dalam kaitannya dengan akses terhadap pengetahuan tradisional 

yang terkait dengan sumber daya genetik dan pembagian yang adil dan seimbang dari 
keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tersebut; 

(b)  Persyaratan minimum untuk kesepakatan bersama guna menjamin pembagian yang 
adil dan seimbang dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan 
tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, dan 

(c)  Model klausul kontrak untuk pembagian keuntungan yang timbul dari pemanfaatan 
pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. 

4.  Para Pihak, dalam melaksanakan Protokol ini, harussemaksimal mungkin, tidak membatasi 
pemanfaatan secara tradisional dan pertukaran sumber daya genetik dan pengetahuan 
tradisional yang terkait di dalam dan antara masyarakat hukum adat dan komunitas lokal 
sesuai dengan tujuan Konvensi. 

 
PASAL 13 

PUMPUNAN KEGIATAN NASIONAL (NATIONAL FOCAL POINTS) DAN OTORITAS 
NASIONAL YANG KOMPETEN (NATIONAL COMPETENT AUTHORITY) 

 
1.  Setiap Pihak wajib menunjuk suatu Pumpunan Kegiatan Nasionaluntuk akses dan 

pembagian keuntungan. Pumpunan Kegiatan Nasionalharus membuat informasi tersedia 
sebagai berikut: 
(a)  Bagi pemohon pencari akses terhadap sumber daya genetik, informasi mengenai 

prosedur untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan menetapkan 
Kesepakatan Bersama, termasuk pembagian keuntungan; 

(b)  Bagi pemohon pencari akses terhadap pengetahuan tradisional yang terkait dengan 
sumber daya genetik, sepanjang masih memungkinkan, informasi mengenai prosedur 
untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal atau persetujuan dan 
keterlibatan, sepanjang memungkinkan, masyarakat hukum adat dan komunitas lokal 
dan membangun kesepakatan bersama termasuk pembagian keuntungan, dan 

(c)  Informasi tentang Otoritas Nasional yang Kompeten, masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal yang terkait dan para pemangku kepentingan. 

Pumpunan Kegiatan Nasionalbertanggung jawab untuk berhubungan dengan Sekretariat. 
2.  Setiap Pihak wajib menunjuk satu atau lebih Otoritas Nasional yang Kompeten dalam akses 

dan pembagian keuntungan. Otoritas Nasional yang Kompeten harus, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku, administratif atau kebijakan, 
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bertanggung jawab untuk memberikan akses atau, sepanjang memungkinkan, 
mengeluarkan bukti tertulis bahwa persyaratan akses telah dipenuhi dan bertanggung jawab 
untuk memberikan nasihat mengenai prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan 
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan masuk ke dalam Kesepatan Bersama. 

3.  Pihak dapat menunjuk satu lembaga untuk memenuhi fungsi baik sebagai Pumpunan 
Kegiatan Nasional dan Otoritas Nasional yang Kompeten. 

4.  Setiap Pihak wajib, paling lambat pada tanggal berlakunya Protokol ini, memberitahukan 
kepada Sekretariat kontak informasi Pumpunan Kegiatan Nasionaldan Otoritas Nasional 
yang Kompeten atau lembaga-lembaga yang berwenang. Apabila Pihak menunjuk lebih dari 
satu Otoritas Nasional yang Kompeten, maka ia wajib menyampaikan kepada Sekretariat, 
dengan pemberitahuan mengenai informasi yang terkait tentang tanggung jawab masing-
masing lembaga yang berwenang tersebut. Sepanjang berlaku, informasi tersebut harus, 
minimal, menentukan lembaga yang kompeten mana yang bertanggung jawab atas sumber 
daya genetik yang dibutuhkan. Setiap Pihak wajib segera memberitahukan kepada 
Sekretariat dari setiap perubahan dalam penunjukan Pumpunan Kegiatan Nasional atau 
dalam informasi kontak atau tanggung jawab dari Otoritas Nasional yang Kompeten atau 
lembaga-lembaga yang berwenang. 

5.  Sekretariat akan membuat informasi yang diterima sesuai dengan ayat 4 tersedia melalui 
Balai Kliring akses dan Pembagian Keuntungan. 

 
PASAL 14 

BALAI KLIRING AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN  
DAN PERTUKARAN INFORMASI 

 
1.  Balai Kliring Access dan Pembagian Keuntungan dibentuk sebagai bagian dari mekanisme 

balai kliring berdasarkan Pasal 18, ayat 3 dari Konvensi. Balai Kliring tersebut akan 
berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran informasi yang berkaitan dengan akses dan 
pembagian keuntungan. Secara khusus, Balai Kliring tersebut harus menyediakan akses 
atas informasi yang disediakan oleh setiap Pihak terkait dengan implementasi Protokol ini. 

2.  Tanpa mengurangi perlindungan terhadap informasi rahasia, setiap Pihak wajib 
menyediakan kepada Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan setiap informasi yang 
diperlukan oleh Protokol ini, serta informasi yang diperlukan sesuai dengan keputusan yang 
diambil oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada 
Protokol ini. Informasi tersebut harus mencakup: 
(a)  Langkah-langkah legislatif, administratif dan kebijakan tentang akses dan pembagian 

keuntungan; 
(b) Informasi tentang Pumpunan Kegiatan Nasionaldan Otoritas Nasional yang Kompeten 

atau lembaga-lembaga yang berwenang; dan 
(c) Izin-izin atau yang setara dengannya yang dikeluarkan pada saat akses sebagai bukti 

keputusan untuk memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan penyusunan 
kesepakatan bersama. 

3. Informasi tambahan, jika tersedia dan sesuai, dapat meliputi: 
(a) Lembaga masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang berwenang dan relevan, 

dan informasi yang telah diputuskan; 
(b) Model klausul kontrak; 
(c) Metode dan alat yang dikembangkan untuk memantau sumber daya genetik, dan 
(d) Kode Etik dan praktik-praktik terbaik  

4. Modalitas operasi dari Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan, termasuk laporan 
mengenai kegiatannya, harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Konferensi Para Pihak 
yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini pada sidang pertamanya, 
dan terus dikaji ulang setelahnya. 
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PASAL 15 
PENAATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NASIONAL ATAU PERSYARATAN 

PERATURAN TENTANG AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN 
 

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan legislatif, administratif atau kebijakan yang tepat, 
efektif dan proporsional untuk menyediakan sumber daya genetik yang digunakan dalam 
yurisdiksinya telah diakses sesuai dengan Pesetujuan Atas Dasar Informasi Awal dan 
Kesepakatan Bersama yang telah ditetapkan, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan 
perundang-undangan nasional mengenai akses dan pembagian keuntungan atau 
persyaratan dalam peraturan dari Pihak lainnya. 

2. Para Pihak harus mengambil tindakan yang tepat, efektif dan proporsional untuk mengatasi 
situasi ketidak-taatan dengan tindakan yang diadopsi sesuai dengan ayat 1. 

3. Para Pihak harus, sejauh mungkin dan sebagaimana mestinya, bekerja sama dalam kasus 
dugaan pelanggaran peraturan undang-undang mengenai akses dan pembagian 
keuntungan atau persyaratan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 

 
PASAL 16 

PENAATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NASIONAL ATAU PERSYARATAN 
PERATURAN TENTANG AKSES DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN UNTUK PENGETAHUAN 

TRADISIONAL TERKAIT DENGAN SUMBER DAYA GENÉTIK 
 

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan legislatif, administratif dan kebijakan yang tepat, 
efektif dan proporsional, yang sesuai, untuk mengatur pengetahuan tradisional yang terkait 
dengan sumber daya genetik digunakan dalam yurisdiksi mereka telah diakses sesuai 
dengan persetujuan awal atas dasar informasi awal atau persetujuan dan keterlibatan 
masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan kesepakatan bersama telah ditetapkan, 
seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undang nasional mengenai akses 
dan pembagian keuntungan atau persyaratan peraturan dari Pihak lainnya di mana 
masyarakat hukum adat dan komunitas lokaltersebut berada.  

2. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat, efektif dan proporsional untuk 
mengatasi situasi ketidaktaatan dengan tindakan yang diadopsi sesuai dengan ayat 1 di 
atas.  

3. Pihak harus, sejauh mungkin dan sesuai, bekerja sama dalam kasus dugaan pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undang nasional mengenai akses dan pembagian 
keuntungan atau persyaratan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 

 
PASAL 17 

PEMANTAUAN ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK 
 

1. Untuk mendukung kepatuhan, setiap Pihak wajib mengambil tindakan, sebagaimana 
mestinya, untuk memantau dan meningkatkan transparansi mengenai pemanfaatan sumber 
daya genetik. Tindakan tersebut meliputi:  
(a) Penunjukan satu atau lebih pos pemeriksaan, sebagai berikut: 

(i) Pos pemeriksaan yang ditunjuk akan mengumpulkan atau menerima, sebagaimana 
mestinya, informasi yang relevan berkaitan dengan persetujuan atas dasar 
informasi awal, sumber asal sumber daya genetik, pembentukan kesepakatan 
bersama, dan/atau pemanfaatan sumber daya genetik, yang sesuai. 

(ii) Setiap Pihak wajib, sesuai dan tergantung pada karakteristik khusus dari pos 
pemeriksaan yang ditunjuk, mengharuskan pengguna sumber daya genetik untuk 
memberikan informasi yang ditentukan dalam paragraf di atas di sebuah pos 
pemeriksaan yang ditunjuk. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat, 
efektif dan proporsional untuk mengatasi situasi ketidaktaatan. 

(iii) Informasi tersebut, termasuk dari sertifikat penaatan yang diakui secara 
internasional dimana sertifikat tersebut tersedia, tanpa mengurangi perlindungan 
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terhadap informasi rahasia, akan diberikan kepada Otoritas Nasional 
yangKompeten, Pihak yang memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal 
dan Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan, sebagaimana mestinya. 

(iv) Pos pemeriksaan harus efektif dan harus memiliki fungsi yang terkait dengan 
pelaksanaan ayat (a). Pos pemeriksaan harus relevan dengan pemanfaatan 
sumber daya genetik, atau untuk mengumpulkan informasi yang terkait yang 
terdapat pada, antara lain setiap tahap penelitian, pengembangan, inovasi, pra-
komersialisasi atau komersialisasi. 

(b) Mendorong pengguna dan penyedia sumber daya genetik untuk memasukkan ketentuan 
dalam Kesepakatan Bersama untuk berbagi informasi tentang pelaksanaan terminologi 
tersebut, termasuk melalui syarat-syarat pelaporan; dan 

(c) Mendorong penggunaan alat dan sistim komunikasi hemat biaya. 
2. Suatu izin atau izin yang setara dengannya yang diterbitkan sesuai dengan Pasal 6, ayat 3 

(e) dan dibuat tersedia untuk Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan, harus 
dijadikan suatu sertifikat penaatan yang diakui secara internasional. 

3. Sebuah sertifikat penaatan yang diakui secara internasional harus berfungsi sebagai bukti 
bahwa sumber daya genetik yang tercakup telah diakses sesuai dengan Persetujuan Atas 
Dasar Informasi Awal dan Kesepakatan Bersama telah ditetapkan, sebagaimana diwajibkan 
oleh peraturan undang-undang nasional mengenai akses dan pembagian keuntungan atau 
persyaratan peraturan dari Pihak yang memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal. 

4. Sertifikat penaatan yang diakui secara internasional harus berisi informasi minimum sebagai 
berikut bila tidak bersifat rahasia: 
(a) Otoritas yang mengeluarkan; 
(b) Tanggal pengeluaran; 
(c) Penyedia; 
(d) Tanda unik sertifikat; 
(e) Orang atau lembaga yang diberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal; 
(f) Subyek materi atau sumber daya genetik yang tercakup dalam sertifikat; 
(g) Konfirmasi bahwa Kesepakatan Bersama sudah terbentuk; 
(h) Konfirmasi bahwa Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal telah didapatkan; dan 
(i) Pemanfaatan komersial dan/atau non komersial. 

 
PASAL 18 

PENAATAN TERHADAP KESEPAKATAN BERSAMA 
 

1. Dalam pelaksanaan Pasal 6, ayat 3 (g) (i) dan Pasal 7, setiap Pihak harus mendorong 
penyedia dan pengguna sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang terkait 
dengan sumber daya genetik untuk memuat ketentuan penyelesaian sengketa dalam 
Kesepakatan Bersama jika diperlukan, termasuk: 
(a) Yurisdiksi hukum dimana mereka akan menyelesaikan sengketa apapun; 
(b) Hukum yang berlaku; dan/atau 
(c) Pilihan untuk alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase 

2. Setiap pihak harus menjamin bahwa kesempatan untuk menempuh jalan lain tersedia di 
bawah sistem hukum mereka, konsisten dengan persyaratan yurisdiksi yang berlaku, dalam 
kasus-kasus sengketa yang lahir dari Kesepakatan Bersama. 

3. Setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah efektif, sebagaimana mestinya, mengenai: 
(a) Akses terhadap keadilan, dan 
(b) Penggunaan mekanisme mengenai saling pengakuan dan penegakan putusan 
pengadilan dan arbitrase asing 

4. Efektivitas pasal ini harus dikaji oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai 
Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini sesuai dengan Pasal 31 dari Protokol ini. 
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PASAL 19 
MODEL KLAUSUL KONTRAK 

 
1. Setiap Pihak wajib mendorong, sebagaimana mestinya, pengembangan, pemutakhiran dan 

penggunaan model klausul kontrak sektoral dan lintas-sektoral untuk Kesepakatan 
Bersama. 

2. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini 
secara periodik akan mereview penggunaan model klausul kontrak sektoral dan lintas-
sektoral. 

 
PASAL 20 

KODE ETIK, PEDOMAN DAN PRAKTIK-PRAKTIK TERBAIK DAN/ATAU STANDAR 
 

1. Setiap Pihak wajib mendorong, sebagaimana mestinya, pengembangan, pemutakhiran dan 
penggunaan kode etik sukarela, pedoman dan praktik-praktik terbaik dan/atau standar 
dalam kaitannya dengan akses dan pembagian keuntungan. 

2. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini 
secara periodik akan mereview penggunaan kode etik sukarela, pedoman dan praktik-
praktik terbaik dan/atau standar dan mempertimbangkan diadopsinya kode etik tertentu, 
pedoman dan praktik-praktik terbaik dan/atau standar. 

 
PASAL 21 

PENINGKATAN KESADARAN 
 

Setiap Pihak wajib melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber 
daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, dan isu-
isu terkait dengan akses dan pembagian keuntungan. Upaya-upaya tersebut dapat mencakup, 
antara lain: 
(a) Promosi Protokol ini, termasuk tujuannya; 
(b) Penyelenggaraan pertemuan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan pemangku 

kepentingan yang terkait; 
(c)  Pendirian dan pemeliharaan suatu lembaga bantuan untuk masyarakat hukum adat dan 

komunitas lokal dan pemangku kepentingan yang terkait; 
(d)  Penyebaran informasi melalui Balai Kliring nasional; 
(e)  Promosi kode etik sukarela, pedoman dan praktik-praktik terbaik dan/atau standar dengan 

konsultasi kepada masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan pemangku kepentingan 
yang terkait; 

(f) Promosi pertukaran pengalaman domestik, regional dan internasional yang sesuai; 
(g) Pendidikan dan pelatihan pengguna dan penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan 

tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik tentang kewajibannya dalam akses 
dan pembagian keuntungan; 

(h) Keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan pemangku kepentingan yang 
terkait dalam pelaksanaan Protokol ini; dan 

(j) Peningkatan kesadaran tentang protokol dan prosedur komunitas masyarakat hukum adat 
dan komunitas lokal. 
 

PASAL 22 
KAPASITAS 

 
1. Para Pihak wajib bekerjasama dalam pembangunan kapasitas, pengembangan kapasitas 

dan penguatan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan untuk secara efektif 
melaksanakan Protokol ini di pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang 
berkembang dan negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak 
dengan ekonomi dalam transisi, termasuk melalui lembaga-lembaga dan organisasi global, 
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regional, subregional dan nasional yang ada. Dalam konteks ini, Para Pihak seharusnya 
memfasilitasi keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal dan pemangku 
kepentingan terkait, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta. 

2. Kebutuhan pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan 
negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak dengan ekonomi 
dalam transisi, atas sumber daya keuangan sesuai dengan ketentuan yang terkait dari 
Konvensi harus dipertimbangkan sepenuhnya untuk peningkatan dan pengembangan 
kapasitas untuk melaksanakan Protokol ini. 

3. Sebagai dasar untuk langkah yang tepat dalam hubungannya dengan pelaksanaan Protokol 
ini, Para Pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan 
negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak dengan ekonomi 
dalam transisi harus mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas kapasitas nasional mereka 
melalui penilaian diri kapasitas nasional. Dengan demikian, Para Pihak tersebut harus 
mendukung kebutuhan kapasitas dan prioritas dari masyarakat hukum adat dan komunitas 
lokal dan para pemangku kepentingan yang terkait, seperti yang diidentifikasi oleh mereka, 
menekankan kebutuhan kapasitas dan prioritas terhadap perempuan. 
4. Untuk mendukung pelaksanaan Protokol ini, peningkatan dan pengembangan kapasitas 

dapat dikonsentrasikan, antara lain untuk bidang utama berikut: 
(a) Kapasitas untuk mengimplementasikan dan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban 

dalam Protokol ini; 
(b) Kapasitas untuk menegosiasikan Kesepakatan Bersama; 
(c) Kapasitas untuk mengembangkan, mengimplementasikan dan menegakkan langkah-

langkah legislatif, administratif atau kebijakan nasional tentang akses dan pembagian 
keuntungan, dan 

(d) Kapasitas negara untuk mengembangkan kemampuan penelitian endogen mereka 
untuk menambahkan nilai pada sumber daya genetik mereka sendiri 

5. Upaya-upaya yang sesuai dengan paragraf 1 sampai 4 di atas dapat mencakup, antara 
lain: 
(a) Pengembangan hukum dan kelembagaan; 
(b) Promosi kesetaraan dan keadilan dalam negosiasi, seperti pelatihan untuk 

menegosiasikan Kesepakatan Bersama; 
(c) Pemantauan dan penegakan penaatan; 
(d) Memberikan alat komunikasi terbaik yang tersedia dan sistem berbasis internet untuk 

kegiatan akses dan pembagian keuntungan; 
(e) Pengembangan dan penggunaan metode valuasi; 
(f) Bioprospeksi, penelitian gabungan dan studi taksonomi; 
(g) Transfer teknologi, dan infrastruktur dan kemampuan teknis untuk melakukan transfer 

teknologi secara berkelanjutan; 
(h) Peningkatan kontribusi kegiatan akses dan pembagian keuntungan bagi konservasi 

keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-
komponennya; 

(i) Langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan 
yang terkait dalam hubungannya dengan akses dan pembagian keuntungan; dan 

(j) Langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat hukum adat dan 
komunitas lokal dengan penekanan pada peningkatan kapasitas perempuan dalam 
komunitas tersebut dalam kaitannya dengan akses terhadap sumber daya genetik 
dan/atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik 

6. Informasi tentang inisiatif peningkatan dan pembangunan kapasitas di tingkat nasional, 
regional dan internasional, dilakukan sesuai dengan ayat 1 sampai 5 di atas, harus 
diberikan kepada Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan dengan tujuan untuk 
mempromosikan sinergi dan koordinasi dalam peningkatan dan pengembangan kapasitas 
untuk akses dan pembagian keuntungan. 
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PASAL 23 
TRANSFER TEKNOLOGI, KOLABORASI DAN KERJA SAMA 

 
Sesuai dengan Pasal 15, 16, 18 dan 19 dari Konvensi, Para Pihak harus berkolaborasi dan 
bekerja sama dalam penelitian teknis dan ilmiah dan program-program pembangunan, 
termasuk kegiatan penelitian bioteknologi, sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari Protokol 
ini. Para Pihak berusaha meningkatkan dan mendorong akses teknologi oleh, dan transfer 
teknologi untuk, Para Pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang 
berkembang dan negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak 
dengan ekonomi dalam transisi, untuk memungkinkan pengembangan dan penguatan teknologi 
yang layak dan dasar ilmiah untuk pencapaian tujuan Konvensi dan Protokol ini. Bila 
memungkinkan dan sesuai, kegiatan kerja sama tersebut harus berlangsung dalam dan dengan 
Pihak atau Para Pihak yang menyediakan sumber daya genetik yang merupakan negara atau 
negara-negara asal sumber daya tersebut atau Pihak atau Para Pihak yang telah memperoleh 
sumber daya genetik sesuai dengan Konvensi 

 
PASAL 24 

BUKAN PIHAK 
 

Para Pihak harus mendorong bukan Pihak untuk mematuhi Protokol ini dan untuk memberikan 
kontribusi informasi yang tepat kepada Balai Kliring Akses dan Pembagian Keuntungan 
 

PASAL 25 
MEKANISME KEUANGAN DAN SUMBER DAYA 

 
1. Dalam mempertimbangkan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan Protokol ini, Para 

Pihak harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 20 Konvensi. 
2. Mekanisme keuangan Konvensi harus menjadi mekanisme keuangan untuk Protokol ini. 
3. Mengenai peningkatan dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 Protokol ini, Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para 
Pihak pada Protokol ini, dalam memberikan pedoman berkenaan dengan mekanisme 
keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, untuk dipertimbangkan oleh 
Konferensi Para Pihak, wajib mempertimbangkan kebutuhan Para Pihak negara 
berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan negara pulau kecil 
yang berkembang di antara mereka, dan Para Pihak dengan ekonomi dalam transisi, 
untuk sumber daya keuangan, serta kebutuhan kapasitas dan prioritas dari masyarakat 
hukum adat dan komunitas lokal, termasuk perempuan dalam komunitas ini. 

4. Dalam konteks ayat 1 di atas, Para Pihak juga harus mempertimbangkan kebutuhan 
Para Pihak negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang dan 
negara pulau kecil yang berkembang di antara mereka, dan dari Pihak dengan ekonomi 
dalam transisi, dalam upaya mereka mengidentifikasi dan mengimplementasikan 
persyaratan peningkatan dan pengembangan kapasitas mereka untuk tujuan 
pelaksanaan Protokol ini. 

5. Pedoman untuk mekanisme keuangan Konvensi dalam keputusan yang terkait dari 
Konferensi Para Pihak, termasuk yang disepakati sebelum diadopsinya Protokol ini, 
wajib berlaku, mutatis mutandis, terhadap ketentuan Pasal ini. 

6. Para Pihak negara maju juga dapat menyediakan, dan Para Pihak negara berkembang 
dan Pihak dengan ekonomi dalam transisi menyediakan sendiri, sumber daya keuangan 
dan lainnya untuk pelaksanaan ketentuan Protokol ini melalui saluran bilateral, regional 
dan multilateral. 

 
 
 
 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.73 46

PASAL 26 
KONFERENSI PARA PIHAK BERFUNGSI SEBAGAI PERTEMUAN 

PARA PIHAK PADA PROTOKOL INI 
 

1. Konferensi Para Pihak berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini. 
2. Para Pihak pada Konvensi yang bukan Para Pihak pada Protokol ini dapat berpartisipasi 

sebagai pengamat dalam proses setiap pertemuan Konferensi Para Pihak yang berfungsi 
sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini. Ketika Konferensi Para Pihak berfungsi 
sebagai Pertemuan para Pihak pada Protokol ini, keputusan berdasarkan Protokol ini 
harus diambil hanya oleh mereka yang menjadi Pihak untuk itu. 

3. Ketika Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada 
Protokol ini, setiap anggota Biro Konferensi Para Pihak yang mewakili suatu Pihak pada 
Konvensi namun, pada waktu itu, bukan merupakan Pihak pada Protokol ini, wajib diganti 
oleh seorang anggota yang dipilih oleh dan dari antara para Pihak pada Protokol ini. 

4. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini 
wajib selalu meninjau secara teratur pelaksanaan Protokol ini dan akan membuat, dalam 
mandatnya, keputusan yang diperlukan untuk mendorong pelaksanaan yang efektif. Ini 
harus melaksanakan fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh Protokol ini dan wajib: 

(a) Membuat rekomendasi mengenai setiap hal yang diperlukan untuk pelaksanaan 
Protokol ini; 

(b) Membentuk badan-badan pendukung seperti yang diperlukan untuk pelaksanaan 
Protokol 

(c) Mencari dan memanfaatkan, sebagaimana mestinya, pelayanan dan kerjasama, dan 
informasi yang disediakan oleh, organisasi internasional yang kompeten dan badan-
badan antar pemerintah dan non-pemerintah; 

(d) Menetapkan bentuk dan interval penerusan informasi untuk disampaikan sesuai dengan 
Pasal 29 Protokol ini dan mempertimbangkan informasi tersebut maupun laporan yang 
disampaikan oleh setiap badan pendukung; 

(e) Mempertimbangkan dan mengadopsi, seperti dipersyaratkan, amandemen Protokol ini 
dan lampiran tersebut, serta setiap lampiran tambahan pada Protokol ini, yang 
dipandang perlu untuk pelaksanaan Protokol ini; 

(f) Melakukan fungsi lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Protokol ini. 
5. Aturan prosedur Konferensi Para Pihak dan aturan keuangan Konvensi akan 

diterapkan, mutatis mutandis, berdasarkan Protokol ini, kecuali mungkin jika diputuskan 
dengan konsensus oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan 
Para Pihak dari protokol ini. 

6. Pertemuan pertama Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para 
Pihak pada Protokol ini harus diselenggarakan oleh Sekretariat dan diadakan 
bersamaan dengan pertemuan pertama Konferensi Para Pihak yang dijadwalkan 
setelah tanggal berlakunya dari Protokol ini. Sidang umum Konferensi Para Pihak yang 
berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini akan diadakan bersamaan 
dengan sidang biasa Konferensi Para Pihak, kecuali dinyatakan diputuskan oleh 
Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol ini. 

7. Pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para 
Pihak pada Protokol ini harus diselenggarakan pada waktu lain yang dianggap perlu 
oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada 
Protokol ini, atau atas permintaan tertulis dari suatu Pihak, dengan ketentuan bahwa, 
dalam waktu enam bulan setelah permohonan tersebut disampaikan kepada Para 
Pihak oleh Sekretariat, didukung oleh sedikitnya sepertiga dari Para Pihak. 

8. Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan khususnya dan Badan Energi Atom 
Internasional, serta anggota Negaranya atau para pengamat dalamnya bukan pihak 
Konvensi, dapat hadir sebagai pengamat pada pertemuan Konferensi Para Pihak yang 
berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol ini. Setiap badan atau lembaga, baik 
nasional atau internasional, pemerintah atau non-pemerintah, yang memenuhi syarat 
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dalam hal-hal yang tercakup dalam Protokol ini dan yang telah memberitahu Sekretariat 
tentang keinginannya untuk hadir pada pertemuan Konferensi Para Pihak yang 
berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak Protokol ini sebagai pengamat, mungkin 
dapat diterima, kecuali bila paling sedikit sepertiga dari Para Pihak yang hadir 
berkeberatan. Kecuali ditentukan lain dalam Pasal ini, penerimaan dan partisipasi 
pengamat wajib tunduk pada aturan prosedur, sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 di 
atas. 

 
PASAL 27 

BADAN PENDUKUNG 
 

1. Setiap badan pendukung yang didirikan oleh atau di bawah Konvensi dapat melayani 
Protokol ini, termasuk atas keputusan Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai 
Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini. Setiap keputusan tersebut harus menentukan 
tugas-tugas yang harus dilakukan. 

2. Para Pihak pada Konvensi yang bukan Pihak pada Protokol ini dapat berpartisipasi 
sebagai pengamat dalam proses dari setiap pertemuan setiap badan pendukung 
tersebut. Bila suatu badan pendukung Konvensi berfungsi sebagai badan pendukung 
Protokol ini, keputusan berdasarkan Protokol ini harus diambil hanya dengan Para 
Pihak Protokol ini. 

3. Bila suatu badan pendukung Konvensi melaksanakan fungsinya terkait dengan hal 
mengenai Protokol ini, setiap anggota biro dari badan pendukung yang mewakili suatu 
Pihak pada Konvensi namun, pada waktu itu, bukan merupakan Pihak pada Protokol 
ini, wajib diganti oleh anggota yang akan dipilih oleh dan dari antara Para Pihak pada 
Protokol ini. 

 
PASAL 28 

SEKRETARIAT 
 

1. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 dari Konvensi harus berfungsi sebagai 
sekretariat pada Protokol ini. 

2. Pasal 24, ayat 1, Konvensi mengenai fungsi Sekretariat berlaku, mutatis mutandis, 
pada Protokol ini. 

3. Sejauh bahwa mereka adalah berbeda, biaya operasional sekretariat untuk Protokol ini 
harus dipenuhi oleh Para Pihak. Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai 
Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini wajib, pada pertemuan pertama, menentukan 
pengaturan anggaran yang diperlukan untuk tujuan ini. 

 
PASAL 29 

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 
 

Setiap Pihak harus memantau pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Protokol ini, 
dan pada interval dan dalam format yang akan ditentukan oleh Konferensi Para Pihak yang 
berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini, harus melaporkan kepada 
Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini 
mengenai upaya-upaya yang telah diambil untuk melaksanakan Protokol ini. 
 

PASAL 30 
PROSEDUR DAN MEKANISME UNTUK MEMPROMOSIKAN  

PENAATAN PADA PROTOKOL INI 
 

Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini wajib, 
pada pertemuan pertama, mempertimbangkan dan menyetujui prosedur kerjasama dan 
mekanisme kelembagaan untuk meningkatkan penaatan dengan ketentuan Protokol ini dan 
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untuk menangani kasus ketidaktaatan. Prosedur dan mekanisme harus mencakup ketentuan-
ketentuan untuk menawarkan nasihat atau bantuan, jika sesuai. Mereka harus terpisah dari, dan 
tanpa mengurangi, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pasal 27 Konvensi. 

 
PASAL 31 

PENILAIAN DAN TINJAUAN 
 

Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Pertemuan Para Pihak pada Protokol ini harus 
melaksanakan, empat tahun setelah berlakunya Protokol ini dan selanjutnya di interval yang 
ditentukan oleh Konferensi Para Pihak yang berfungsi sebagai Sidang Para Pihak pada 
Protokol ini, suatu evaluasi keefektifan dari Protokol ini. 
 

PASAL 32 
PENANDATANGANAN 

 
Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Para Pihak pada Konvensi di Kantor Pusat 
Perserikatan Bangsa Bangsa di New York dari 2 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 
2012. 
 

PASAL 33 
PEMBERLAKUAN 

 
1. Protokol ini harus mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal 

penyerahan instrumen ratifikasi kelimapuluh, penerimaan, persetujuan atau aksesi oleh 
Negara atau organisasi integrasi ekonomi regional yang merupakan Para Pihak pada 
Konvensi. 

2. Protokol ini akan berlaku bagi suatu negara atau organisasi integrasi ekonomi regional 
yang meratifikasi, menerima atau menyetujui Protokol ini atau yang melakukan aksesi 
setelah penyerahan instrumen kelimapuluh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di 
atas, pada hari kesembilan puluh setelah tanggal di mana yang Negara atau organisasi 
integrasi ekonomi regional menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan 
atau aksesi, atau pada tanggal Konvensi berlaku bagi Negara atau organisasi integrasi 
ekonomi regional, mana yang akan jadi belakangan. 

3. Untuk maksud ayat 1 dan 2 di atas, setiap instrumen yang diserahkan oleh organisasi 
integrasi ekonomi regional tidak akan dihitung sebagai tambahan yang telah diserahkan 
oleh Negara anggota dari organisasi tersebut. 

 
PASAL 34 

RESERVASI 
 

Tidak ada pensyaratan reservasi yang dapat dibuat untuk Protokol ini. 
 

PASAL 35 
PENARIKAN DIRI 

 
1. Setiap saat setelah dua tahun dari tanggal Protokol ini berlaku bagi suatu Pihak, Pihak 

tersebut dapat menarik diri dari Protokol ini dengan menyampaikan notifikasi tertulis 
kepada Depositari. 

2. Setiap penarikan diri tersebut akan berlaku pada batas akhir satu tahun setelah tanggal 
penerimaan notifikasi oleh Depositari, atau pada tanggal sesudahnya yang dapat 
ditentukan dalam notifikasi penarikan diri tersebut. 
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PASAL 36 
NASKAH OTENTIK 

 
Naskah asli Protokol ini, yang naskahnya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia 
dan Spanyol adalah sama otentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa. 
 
SEBAGAI BUKTI penandatanganan di bawah ini, yang diberi kewenangan untuk bertindak, 
telah menandatangani Protokol ini pada tanggal yang tertera. 
Dibuat di Nagoya pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober, tahun dua ribu sepuluh. 
 

 
Lampiran  

KEUNTUNGAN MONETER DAN NON-MONETER 
 

1. Keuntungan moneter mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada:   
(a) Biaya akses / biaya per sampel yang dikumpulkan atau diperoleh;   
(b) Pembayaran di muka;   
(c) Pembayaran berdasarkan penyelesaian pekerjaan (milestone payments);   
(d) Pembayaran royalti;  
(e) Biaya perijinan dalam kegiatan komersialisasi;   
(f) Biaya khusus yang harus dibayar untuk dana amanah untuk mendukung konservasi dan 

pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati; 
(g) Gaji dan istilah yang diutamakan dalam Kesepakatan Bersama; 
(h) Pendanaan penelitian; 
(i) Usaha patungan (Joint ventures);   
(j) Kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual yang relevan.   
 

2. Keuntungan non-moneter dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:   
(a) Berbagi hasil penelitian dan pengembangan;   
(b) Kolaborasi, kerjasama dan kontribusi dalam program-program penelitian  ilmiah dan 

pengembangan, khususnya kegiatan penelitian bioteknologi, jika dimungkinkan di 
Negara penyedia sumber daya genetik;   

(c) Partisipasi dalam pengembangan produk 
(d) Kolaborasi, kerjasama dan kontribusi dalam pendidikan dan pelatihan;   
(e) Izin masuk untuk fasilitas ex situ sumber daya genetik dan untuk  database;   
(f) Transfer pengetahuan dan teknologi ke penyedia sumber daya genetik dengan 

persyaratan yang adil dan saling menguntungkan, termasuk  persyaratan lunak dan 
diutamakan bila disetujui, secara khusus,  pengetahuan dan teknologi yang 
menggunakan sumber daya genetik,  termasuk bioteknologi, atau yang relevan dengan 
konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;   

(g) Memperkuat kapasitas untuk alih teknologi; 
(h) Pengembangan kapasitas kelembagaan 
(i) Sumber daya manusia dan sumber daya material untuk memperkuat kapasitas 

administrasi dan penegakan peraturan akses;   
(j) Pelatihan yang berkaitan dengan sumber daya genetik dengan partisipasi penuh dari 

negara-negara penyedia sumber daya genetik, dan jika mungkin, di negara-negara 
tersebut;  

(k) Akses terhadap informasi ilmiah yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan 
secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, termasuk persediaan hayati dan studi 
taksonomi;   

(l) Kontribusi terhadap ekonomi lokal;   
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(m) Penelitian diarahkan pada prioritas kebutuhan, seperti kesehatan dan ketahanan 
pangan, dengan memperhatikan penggunaan sumber daya genetik dalam negeri di 
Negara penyedia sumber daya genetik;   

(n) Hubungan kelembagaan dan profesional yang dapat timbul dari perjanjian akses dan 
pembagian keuntungan dan kegiatan kerja sama selanjutnya;   

(o) Manfaat pangan dan keamanan mata pencaharian;   
(p) Pengakuan sosial 
(q) Kepemilikan bersama hak kekayaan intelektual yang relevan. 
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